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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan Koperasi
Simpan Pinjam Syariah Karya Insan Mandiri (KSPS KIM) Tahu 2014-2015
berdasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi
dan UKM No.07/PerDep.6/IV/2016 yang menyangkut atas aspek permodalan,
kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, jati diri koperasi,
kemandirian dan pertumbuhan serta kepatuhan prinsip syariah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Subjek Penelitian ini
adalah Koperasi Simpa Pinjam Syariah Karya Insan Mandiri (KSPS KIM) di
mana yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah kesehatan KSPS KIM.
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Dalam
penelitian ini data dikumpulkan melalui metode dokumentasi dan wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan KSPS KIM tahun
2014-2015 berada dalam kategori cukup sehat dengan rerata mendapatkan skor
71,43 dengan rincian: (1) aspek permodalan secara rerata mendapat skor 10 dan
berada pada kategori sehat; (2) aspek kaulitas aktiva produktif secara rerata
mendapat skor 7 dan berada dalam kategori dalam pengawasan; (3) aspek
manajemen secara rerata mendapat skor 12,30 dan berada dalam kategori sehat;
(4) aspek efisiensi secara rerata mendapat skor 8,50 dan berada dalam kategori
sehat; (5) aspek likuiditas secara rerata mendapat skor 9,38 dan berada dalam
kategori cukup sehat; (6) aspek jati diri koperasi secara rerata mendapat skor
10,00 dan berada dalam kategori sehat; (7) aspek kemandirian dan pertumbuhan
secara rerata mendapat skor 9,25 dan berada dalam kategori sehat; (8) aspek
kepatuhan prinsip syariah secara rerata mendapat skor 5,00 dan berada dalam
kategori dalam pengawasan.

Kata Kunci: penilaian, tingkat kesahatan, koperasi simpan pinjam syariah
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AN ANALYSIS OF THE SOUNDNESS LEVEL OF KARYA INSAN
MANDIRI SHARIA SAVINGS AND LOAN COOPERATIVE
(KSPS KIM) IN PENGKOL, JATIROTO, WONOGIRI
IN 2014-2015

By:
Fitri Rahayu
13804241012

ABSTRACT

This research aims to find out the soundness level of Karya Insan Mandiri
Sharia Savings and Loan Cooperative in 2014-2015 based on the Regulations of
Deputy for Supervision of the Ministry of Cooperative and SME
No.07/PerDep.6/1V/2016 regarding to the aspects of capital, productive asses
quality, management, efficiency, liquidity, cooperative identity, autonomy and
growth, and sharia principal pursuance.

This study is descriptive study. The subject of the study is Karya Insan
Mandiri Sharia Savings and Loan Cooperative (KSPS KIM) meanwhile the object
itself is the soundness of KSPS KIM. The data analysis technique used in this
study is descriptive analysis. In this study, the data were collected through
documentation and interview.

The result shows that the soundness level of KSPS KIM in 2014-2015 is in
moderately sound category with a mean score of 71.43 with the details as follows.
(1) the capital aspect attain a mean score of 10 in sound category; (2) the aspects
of productive assess quality attained a mean score of 7 and was in the supervision
category; (3) the management aspect attained a mean score of 12.30 and was in
sound category; (4) the efficiency aspect attained 850 and was in sound
category; (5) the liquidity aspect attained a mean score of 9.38 and was in
moderately sound category; (6) the identity cooperative attained a mean score of
10.00 and was in sound category; (7) the autonomy and growth aspects attained a
mean score of 9.25 and was on sound category; (8) the sharia principal
pursuance aspects attained a mean score of 5.00 and was in supervision category.

Keywords: assessment, the soundness level, sharia savings and loan cooperative
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi sekarang ini menuntut perkembangan dunia bisnis semakin
penuh dengan persaingan yang menyebabkan suatu badan usaha harus
melakukan perbaikan di segala bidang agar tetap berada di pasar dalam
jangka panjang. Koperasi sebagai salah satu badan usaha tidak dapat
menghindari diri dari persaingan (Iman Suhartono, 2009: 70). Hampir di
seluruh dunia mengenal koperasi walaupun dengan arti yang berbeda-beda, namun
sebagian besar menilai koperasi sebagai perusahaan yang unik dan berbeda
dengan kebanyakan perusahaan yang ada.

Dalam kehidupan ekonomi bangsa Indonesia koperasi itu sangatlah
penting. Hal ini dibuktikan dengan dasar hukum koperasi itu sendiri, yaitu
UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang berbunyi ‘“Perekonomian disusun sebagai
usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”. Selanjutnya, berdasarkan UU
RI No.25 pasal 1 dan 3 tahun 1992 tentang perkoperasian, menyatakan bahwa
adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum
koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas
kekeluargaan. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan
perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang

maju, adil, dan makmur berlandasakan Pancasila dan Undang-Undang



Dasar 1945. Bahwa Koperasi berperan serta dalam tatanan perekonomian
nasional dan menjadi sokoguru perekonomian nasional.

Koperasi sebagai soko guru ekonomi di Indonesia, serta diharapkan dapat
bersaing dengan badan usaha lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut koperasi
menyelenggarakan berbagai usaha yang bermanfaat bagi anggotanya. Dari
berbagai jenis tuntutan tersebut munculah berbagai jenis koperasi yang
sesuai dengan kondisi dan keadaan di sekitarnya.

Salah satu jenis koperasi yang ada dan berkembang di masyarakat yaitu
Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Dlihat dari namanya Koperasi Simpan Pinjam
(KSP) ini bergerak di bidang jasa keuangan. Dalam bidang jasa keuangan ini
koperasi berperan sebagai penerima dan penyalur dana anggotanya (Kasmir:
2013: 257). Sebagai penerima, koperasi menerima simpanan wajib serta
simpanan sukarela dari anggota mereka, sedangkan sebagai penyalur , koperasi
meminjamkan dana kepada anggota dengan beberapa ketentuan atau syarat
yang berlaku di koperasi tersebut.

Menurut pendapat Eko Budiawan dalam artikel Konsep Lembaga
Keuangan Syariah mengungkapkan bahwa Negara Indonesia merupakan
negara Yyang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dikarenakan
penduduknya mayoritas beragama Islam, kini banyak lembaga keuangan
yang menerapkan prinsip-prinsip Islam yang lebih sering disebut prinsip
syariah, seperti Baitul Mal Wa Tamwil (BMT), Bank Syariah, Asuransi
Syariah, Pasar Modal Syariah, termasuk Koperasi Syariah.

(http://lorong2ilmu.blogspot.co.id)



Koperasi Syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)
merupakan salah satu gerakan ekonomi yang kegiatannya melandaskan pada
prinsip koperasi yang berasas kekeluargaan serta menerapkan prinsip syariah.
Konsep dan filosofi syariah yaitu adanya prinsip profit and loss sharing,
yang melarang penerapan bunga dalam semua transaksi keuangan. Konsep
tersebut merupakan salah satu kelebihan koperasi syariah dibandingkan
dengan koperasi konvensional. Namun koperasi syariah secara kuantitas
masih kalah dengan koperasi konvensional. Menurut Peraturan Deputi Bidang
Pengawasan Kementrian Koperasi dan UKM Nomor 07/Per/Dep.6/1V/2016
dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan pembiayaan
Syariah yang selanjutnya disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan
usahanya hanya simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Koperasi ini
menggunakan prinsip syariah dalam kegiatan sehari-hari.

Koperasi syariah muncul pada sekitar dekade 1980, yaitu Koperasi Jasa
Keahlian Teknosa yang beroperasi pada 4 Juli 1984, merupakan koperasi
syariah pertama yang berdiri di Indonesia. Meskipun pada saat itu belum ada
regulasi khusus yang mengatur tentang pendirian koperasi berdasarkan prinsip
syariah di Indonesia. Setelah berdirinya koperasi syariah tersebut, mulai
bermunculan koperasi dengan prinsip syariah, maupun unit syariah dari suatu
koperasi. Pada tahun 2004 operasional koperasi syariah diresmikan dengan
dikeluarkannya landasan hukum tersendiri yaitu berupa Keputusan Menteri
Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaNo 91

Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS. Kemudian



pada tahun 2007, diterbitkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro
(P3KUM) Pola Syariah, yang mengatur tentang Koperasi Jasa Keuangan
Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah. Kemudian diperkuat kembali
landasan hukumnya pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Perkoperasian. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa koperasi
dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah. Ketentuan
mengenai koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah diatur dengan
peraturan pemerintah. Adanya payung hukum tersebut membuat KJKS dan
UJKS lebih berkembang dalam menjalankan usahanya sesuai prinsip syariah.

Dinamika tentang koperasi syariah pun terjadi pada tahun 2014, Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian sebagai pengganti
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang dianggap
tidak lagi sesuai- dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Menurut MK, undang-
undang tersebut dibatalakan atau berlaku sementara sampai keluar undang-
undang baru- karena berjiwa ‘korporasi’, bukan koperasi, serta menghilangkan
asas kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas koperasi, serta
bertentangan dengan UUD 1945.

Koperasi syariah terus berkembang di Indonesia, baik dalam bentuk BMT
dan lainnya. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM yang
disampaikan oleh Braman Setyo pada tahun 2016, jumlah unit usaha koperasi

mencapai 150.223 unit usaha, dari jumlah tersebut 1,5% merupakan koperasi



simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS). Tercatat jumlah KSPPS
sebanyak 2.253 unit dengan angggota 1,4 juta orang. Modal sendiri mencapai
Rp 968 miliar dan modal luar Rp 3,9 triliun.dengan volume usaha Rp 5,2
triliun.

Analisis penilaian kesehatan koperasi sangat penting dilakukan. Hal
ini untuk mengetahui kondisi koperasi ditinjau dari kesehatan keuangan,
manajemen dan kepatuhan prinsip syariah. Hasil  penilaian ~ kesehatan
koperasi akan menunjukkan predikat koperasi, yaitu predikat sehat, cukup
sehat, dalam pengawasan, atau dalam pengawasan khusus. Dengan
mengetahui kondisi kesehatan koperasi dapat menjadi bahan pertimbangan
untuk merumuskan kebijakan guna pengembangan koperasi.

Koperasi Simpan Pinjam Syariah Karya Insan Mandiri yang selanjutnya
disingkat KSPS KIM adalah Koperasi Simpan Pinjam Syariah yang berada
di Desa Pengkol Kecamatan Jatiroto Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah.
Sebagai salah satu Koperasi Simpan Pinjam Syariah yang masih terhitung
baru tumbuh di Jawa Tengah, tujuan KSPS KIM adalah untuk
mensejahterakan anggota dan masyarakat Desa Pengkol dengan memberikan
pelayanan yang terbaik, terbaik dari sisi kualitas, pelayanan yang memuaskan
dan memberikan manfaat yang optimal.

KSPS KIM menyediakan dana yang relatif mudah dibandingkan dengan

prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh dana dari Bank.
Kemudahan pelayanan ini sangat membantu dan diperlukan oleh

anggota koperasi dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kredit.



Jumlah anggota yang tercatat sampai tahun 2015 adalah 135
anggota (Sumber: Laporan Daftar Anggota KSPS KIM tahun 2015). Dengan
bertambahnya anggota, bertambah pula pemasukan KSPS KIM
seperti simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela, selain itu
meningkat pula pemintaan dan kebutuhan pinjaman untuk anggota.

KSPS KIM vyang usahanya adalah mengumpulkan dana dan
menyalurkan pinjaman kepada anggota perlu dikelola secara profesional
untuk meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-
besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya. Selain melihat dari
sisi keuangan, penilaian aspek manajemen, aspek kepatuhan prinsip syariah
juga sangat diperlukan agar pengelolaan koperasi dilaksanakan dengan
profesional, efektif dan efisien. Manajemen koperasi yang baik,
menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan mendukung
kemajuan koperasi. Maka dari itu, untuk melihat kesehatan koperasi
tidak hanya melihat aspek keuangannya saja tetapi juga menilai aspek
manajemennya dan aspek kepatuhan prinsip syariah.

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah KSPS KIM tahun 2014-
2015. Salah satu yang menjadi alasan peneliti memilih koperasi simpan
pinjam syariah dibandingkan dengan koperasi simpan pinjam konvensional
karena perkembangan dari koperasi syariah yang sangat positif dan antusias
tinggi dari masyarakat serta adanya sistem bagi hasil yang digunakan. Hal

lain peneliti tertarik karena KSPS KIM merupakan Koperasi Simpan Pinjam



Syariah yang berada di Desa, sehingga penulis ingin mengetahui lebih
mendalam bagaimana perkembangan KSPS di desa dibandingkan di kota.

Beberapa permasalahan KSPS KIM di Desa Pengkol yaitu terletak pada
tingkat informasi masyarakat yang masih rendah khususnya informasi
terkait dengan perkoperasian, ditambah lagi tempat untuk mengakses
informasi pun sulit didapatkan. Tidak adanya sosialisasi dari pemerintah
setempat membuat masyarakat di Desa Pengkol menjadi masyarakat yang
minim informasi, sehingga pengetahuan masyarakat tentang koperasi
sebatas untuk meminjam uang. Pengurus koperasi sudah berusaha untuk
memberikan sosialisasi dengan tujuan agar masyarakat setempat sadar
betapa pentingnya koperasi, sehingga tujuan  koperasi  untuk
mensejahterakan anggota dan masyarakat bisa terwujud.

Rendahnya Sumber Daya Manusia baik dari sisi anggota maupun dari
sisi pengurus koperasi menjadi masalah selanjutnya dalam KSPS KIM,
bagaimana tidak dengan SDM pengurus koperasi yang rendah maka tujuan
dari koperasi ini pun akan sulit dicapai. Namun KSPS KIM ini berbeda
dengan koperasi lain di Desa Pengkol, karena pengurus yang ada di koperasi
ini jauh lebih profesional namun juga masih rendah apabila dibandingkan
dengan pengurus koperasi di daerah lain. Sebenarnya banyak koperasi di
Desa Pengkol, namun karena SDM yang rendah baik dari sisi anggota
maupun pengurus maka koperasi ini banyak yang collaps.

Dilihat dari sisi pengurus, masih ada beberapa pengurus yang masih

harus belajar tentang perkoperasian karena dirasa bukan bidangnya.



Kebanyakan pengurus KSPS KIM berlatarbelakang kependidikan bukan
konsentrasi koperasi. Dilihat dari sisi anggota, masih ada sebagian kecil
anggota yang telah meminjam dana ke koperasi namun untuk
mengebalikannya terkesan acuh. Pengurus KSPS KIM harus sering menagih
atau bahkan mengirimkan surat kepada anggota yang bersangkutan.

Dilihat dari Laporan Keuangan KSPS KIM pada tahun 2014 dan tahun
2015, KSPS KIM mengalami progres yang baik meskipun baru dua tahun
berdiri. Hal ini yang menjadikan alasan peneliti untuk mengadakan
penelitian pada tahun 2014-2015 pada KSPS KIM.

Dari latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk membahas
lebih lanjut mengenai kondisi kesehatan KSPS KIM pada tahun 2014-
2015. Judul yang diajukan oleh peneliti adalah “Penilaian Tingkat Kesehatan
Koperasi Simpan Pinjam Syariah Karya Insan Mandiri (KSPS KIM) Desa
pengkol Kecamatan Jatiroto Kabupaten Wonogiri Tahun 2014-2015”.

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah
sebagai berikut:
1. KSPS KIM secara umum belum dapat diketahui tingkat keberhasilannya.
2. KSPS KIM belum mendapat kepercayaan penuh dari anggotanya.
3. KSPS KIM belum melaksanakan pengelolaan koperasi secara
profesional, efektif, dan efisien.
4. Rendahnya Sumber Daya Manusia baik anggota maupun pengurus KSPS

KIM.



5. Tingkat kesehatan KSPS KIM dilihat dari aspek permodalan, kualitas
aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, jatidiri koperasi,
kemandirian dan pertumbuhan, dan kepatuhan prinsip syariah belum
diketahui belum diketahui.

C. Pembatasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penelitian ini membatasi pada
masalah Tingkat Kesehatan KSPS KIM Desa pengkol, Kecamatan Jatiroto,
Kabupaten Wonogiri. Dimana, tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam
syariah ini dinilai berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan
kementrian  Koperasi dan UKM  Republik  Indonesia ~ Nomor
07/perDep.6/IV/2016 yang dilihat dari aspek permodalan, kualitas aktiva
produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, jatidiri koperasi, kemandirian dan
pertumbuhan serta kepatuhan prinsip syariah tahun 2014 sampai dengan tahun
2015.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka
rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat kesehatan KSPS KIM tahun 2014-2015 dilihat dari
aspek permodalan?

2. Bagaimana tingkat kesehatan KSPS KIM tahun 2014-2015 dilihat dari
aspek kualitas aktiva produktif?

3. Bagaimana tingkat kesehatan KSPS KIM tahun 2014-2015 dilihat dari

aspek manajemen?



4. Bagaimana tingkat kesehatan KSPS KIM tahun 2014-2015 dilihat dari
aspek efisiensi?

5. Bagaimana tingkat kesehatan KSPS KIM tahun 2014-2015 dilihat dari
aspek likuiditas?

6. Bagaimana tingkat kesehatan KSPS KIM tahun 2014-2015 dilihat dari
aspek jatidiri koperasi?

7. Bagaimana tingkat kesehatan KSPS KIM tahun 2014-2015 dilihat dari
aspek kemandirian dan pertumbuhan koperasi?

8. Bagaimana tingkat kesehatan KSPS KIM tahun 2014-2015 dilihat dari
aspek kepatuhan prinsip syariah?

E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat kesehatan KSPS KIM tahun 2014-2015
dilihat dari aspek permodalan.

2. Untuk mengetahui tingkat kesehatan KSPS KIM tahun 2014-2015
dilihat dari aspek kualitas aktiva produktif.

3. Untuk mengetahui tingkat kesehatan KSPS KIM tahun 2014-2015
dilihat dari aspek manajemen.

4. Untuk mengetahui tingkat kesehatan KSPS KIM tahun 2014-2015
dilihat dari aspek efisiensi.

5. Untuk mengetahui tingkat kesehatan KSPS KIM tahun 2014-2015

dilihat dari aspek lukiditas.
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6. Untuk mengetahui tingkat kesehatan KSPS KIM tahun 2014-2015
dilihat dari aspek jatidiri koperasi.

7. Untuk mengetahui tingkat kesehatan KSPS KIM tahun 2014-2015
dilihat dari aspek kemandirian dan pertumbuhan koperasi.

8. Untuk mengetahui tingkat kesehatan KSPS KIM tahun 2014-2015
dilihat dari aspek kepatuhan prinsip syariah.

F. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai
berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat digunkan untuk melengkapi kajian
teoritis yang berkaitan dengan lembaga penilaian tingkat kesehatan
koperasi simpan pinjam syariah.

b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi penelitian
yang lain.

c. Penelitian ini diharapkan dapat membuka kemungkinan untuk
mengadakan penelitian lebih lanjut tentang permasalahan yang
sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

1) Sebagai sarana untuk menerapkan teori-teori yang relevan

khususnya teori mengenai perkoperasian
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2) Sebagai sarana menambah wawasan dan pengetahuan terkait
masalah yang diteliti khususnya perkoperasian.

. Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan referensi  pengetahuan mahasiswa tentang

perkoperasian dan dapat menambah koleksi pustaka yang bermanfaat

bagi mahasiswa.

. Bagi Instansi Terkait

1) Dapat menjadi referensi oleh pengurus dalam menilai tingkat
kesehatan KSPS KIM.

2) Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan
sebagai langkah perbaikan baik dalam aspek keuangan, manajemen

maupun kepatuhan prinsip syariah.
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BAB 11
KAJIAN PUSTAKA
A. Kajian Teori
1. Koperasi Secara Umum

Istilah Koperasi berasal dari bahasa Inggris co-operation yang
berarti usaha bersama. Menurut International Cooperative Alliance (ICA)
(dalam Hendar, 2010: 18) menyebutkan bahwa :

“Koperasi didefinisikan sebagai kumpulan orang-orang atau badan

hukum, vyang bertujuan untuk memperbaiki sosial ekonomi

anggotanya dan memenuhi kebutuhan ekonomi anggota dengan
saling membantu antaranggota, membatasi keuntungan, serta usaha
tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip koperasi”.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang No.25 tahun 1992
pasal 1, pengertian koperasi yaitu:

”Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang

atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya

berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi
rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan".

Landasan Koperasi Indonesia adalah pedoman dalam menentukan
arah, tujuan, peran, serta kedudukan Koperasi terhadap pelaku pelaku
ekonomi lainnya. Dinyatakan UU No 25 Tahun 1992 tentang pokok-
pokok perkoperasian, koperasi Indonesia mempunyai landasan sebagai
berikut. (a) Landasan Idiil, sesuai dengan bab 1l UU No. 25 Tahun 1992,
landasan idiil koperasi Indonesia ialah Pancasila; dan (b) Landasan

Struktural, ialah Undang-Undang Dasar 1945.

Di satu sisi hal itu sejalan dengan penegasan UUD 1945 pasal 33
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ayat 1 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas
asas kekeluargaan. Koperasi dalam menjalankan usahanya harus
mempuyai semangat kekeluargaan agar terjalin hubungan yang baik antar
anggota koperasi.

Tujuan koperasi dijelaskan dalam pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992.
Menurut pasal tersebut dalam buku Subandi (2011: 21-22) tujuan
Koperasi Indonesia  adalah: “Koperasi  bertujuan memajukan
kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya
serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka
mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan
Pancasila dan UUD 1945”. Dengan tujuan tersebut, Koperasi mendapat
kedudukan yang sangat terhormat dalam perekonomian Indonesia.
Koperasi merupakan satu-satunya bentuk perusahaan yang secara
konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang
hendak dibangun di negeri ini.

Menurut Baswir (2000: 46), “Prinsip Koperasi atau bisa juga
disebut sebagai sendi dasar koperasi adalah pedoman pokok yang
menjiwai setiap gerak langkah Koperasi”. Peranan prinsip koperasi
dalam garis besarnya adalah sebagai pedoman pelaksanaan usaha
koperasi dalam mencapai tujuannya dan sebagai ciri khas yang
membedakan Koperasi dari bentuk-bentuk perusahaan lainnya.

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 15 ayat 1 UU No.25 Tahun

1992, Koperasi Indonesia melaksanakan prinsi-prinsip koperasi sebagai
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berikut:
a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan
besarnya jasa usaha masing-masing anggota
d. Pembagian balas jasa yang terbatas pada modal
e. Kemandirian
2. Koperasi Simpan Pinjam Syariah
a. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam Syariah
Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dibidang
pemupukan simpanan dari para anggotanya, untuk kemudian
dipinjamkan kembali kepada para anggotanya yang memerlukan
bantuan sosial (Revisond Baswir 2000: 78). Sementara itu koperasi
simpan pinjam syariah atau yang biasa disebut Koperasi Jasa Keuangan
Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di
bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi
hasil/syariah. (Burhanuddin: 2013: 131).
Koperasi simpan pinjam yang biasa (konvensional) dengan
koperasi simpan pinjam syariah memiliki beberapa perbedaan,

diantaranya:
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Tabel 1. Perbedaan Koperasi Simpan Pinjam Konvensional

dengan Koperasi Simpan Pinjam Syariah

Aspek Koperasi Simpan Koperasi Simpan Pinjam
Perbedaan Pinjam Syariah
(UU No.25 tahun 1992) (Permen No.16 tahun
2015)
Perangkat 1) Rapat Anggota 1) Rapat Anggota
Organisasi Pemegang  kekuasan Pemegang kekuasan

tertinggi dalam
koperasi.

tertinggi dalam koperasi.

2) Pengurus
Anggota koperasi yang
diangkat dan dipilih
dalam rapat anggota
untuk mengurus
organisasi dan usaha
koperasi.

2) Pengurus
Anggota  koperasi  yang
diangkat dan dipilih dalam
rapat  anggota  untuk
mengurus organisasi dan
usaha koperasi.

3) Pengelola
Anggota koperasi atau
pihak  ketiga yang
diangkat oleh pengurus
dan diberi wewenang
untuk mengelola usaha
koperasi atau  Unit
Simpan Pinjam
Koperasi.

3) Pengelola
Anggota  koperasi  atau
pihak ketiga yang diangkat
oleh pengurus dan diberi
wewenang untuk
mengelola usaha koperasi
atau Unit Simpan Pinjam
Koperasi.

4) Pengawas
Anggota koperasi yang
diangkat dan dipilih
dalam rapat anggota

untuk mengawasi
pelaksanaan
kebijaksanaan dan

pengelolaan koperasi.

4) Pengawas
Anggota  koperasi  yang
diangkat dan dipilih dalam
rapat  anggota  untuk
mengawasi pelaksanaan
kebijaksanaan dan
pengelolaan koperasi.

5) Dewan Pengawas Syariah
Dewan yang dipilih oleh
koperasi yangbersangkutan
berdasarkan keputusan
rapat anggota dan
beranggotakan alim ulama
yang ahli dalam syariah
yang menjalankan fungsi
dan tugas sebagai
pengawas syariah pada
koperasi yang bersangkutan
dan berwenang
memberikan tanggapan
atau penafsiran terhadap
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fatwa yang dikeluarkan
Dewan Syariah Nasional.

Konsep Dasar Bunga Bagi Hasil
Operasional Besaran suku bunga | Pembagian dan penggunaan

simpan pinjam  koperasi | sisa hasil usaha diputuskan oleh
berdasarkan pada Peraturan | rapat anggota.

Pemerintah
Penghimpunan a) Tabungan a) Wadi’ah (Titipan)
Dana b) Simpanan Berjangka b) Mudharabah (Simpanan
Berjangka)
Penyaluran Dana |a) Utang Piutang d) Qardh (Pinjaman)
b) Pinjaman Modal e) Musyarakah (Kerjasama)
¢) Kredit Investasi f) Mudharabah (Kerjasama)
g) Murabahah (Kerjasama)
h) Salam (Jual Beli)
i) Istisna (Jual Beli)
j) ljarah (Sewa)
Fungsi Sosial Dana social Zakat, Infag dan Shodagah

(ZIS) serta maal.

b. Prinsip Koperasi Simpan Pinjam Syariah

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Keanggotan bersifat sukarela dan terbuka.

Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara
konsisten dan konsekuen (istigomah).

Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional.
Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan
besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan
profesional menurut sistem bagi hasil.

Jujur, amanah dan mandiri.

Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi,
dan sumber daya informasi secara optimal.

Menjalin dan menguatkan kerjasama antar anggota, antar koperasi,

17




serta dengan dan atau lembaga lainnya.
c. Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam Syariah

Kegiatan/usaha yang dijalankan koperasi yang berprinsip syariah
berbeda dengan koperasi konvensional. dilakukan oleh koperasi
konvensional dapat dilakukan oleh koperasi ini. Koperasi ini sangat
keras melarang kegiatan/usaha yang berhubungan dengan bunga,
karena dalam Agama Islam mengharamkan kegiatan/usaha yang
menggunakan sistem bunga.

Keputusan Kementerian Koperasi dam Usaha Keci dan
Menengah Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah
menjelaskan bahwa koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa
keuangan syariah dapat menjalankan usaha di bidang pembiayaan,
investasi, dan simpanan sesuai pola syariah. Menurut Burahunddin
(2013: 194) Kegiatan usaha meliputi kegiatan
penarikan/penghimpunan dana dan penyaluran kembali dana tersebut
dalam bentuk pembiayaan/piutang.

Berikut ini ada kegiatan yang dilaksanakan oleh koperasi syariah:
1) Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana adalah seuatu kegiatan yang dilakukan

koperasi untuk mengumpulkan dana dari para anggota, calon

anggota, maupun pihaklain yang tidak bertentangan dengan

prinsip koperasi untuk disalurkan kepada pihak yang
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membutuhkan melalui kegiatan penyaluran dana.
Produk/ layanan yang ditawarkan terkait dengan kegiatan
penghimpunan dana koperasi jasa keuangan syariah adalah
sebagai berikut:
a) Mudharabah
Mudharabah adalah akad kerjasama usaha/ perniagaan
antara pihak dana (shahibul maal) sebagai pihak yang
menyediakan modal dana sebesar 100% dengan pihak
pengelola modal (mudharib), untuk diusahakan dengan
porsi keuntungan akan dibagi bersama sesuai kesepakatan
awal. Apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung
pemilik modal, keculai jika ditemukan kelalaian atau
kesalahan oleh pihak pengelola dana.
Dilihat dari segi kewenangan yang dimiliki masing-masing
pihak, mudaharabah dibedakan menajdi dua macam vyaitu
mudharabah muthlagah dan mudharabah mugayyadah.
Mudharabah.
(1) Mudharabah muthlagah
Bentuk perjanjian investasi yang tidak mensyaratkan
sesuatu yang bersifat mengikat, sehingga memberikan
kebebasan kepada pengelola dana untuk menjalankan

usahanya.
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(2) Mudharabah mugayyadah
Perjanjian investasi yang mengharuskan pekerja
(mudharib) untuk mengikuti ketentuan/ pengarahan
yang ditetapkan oleh pemilik modal (shahibul mal)
dalam mengelola usaha.
Tujuan persekutuan usaha melalui akad mudharabah
adalah untuk mendapatkan keuantungan. Pembagian
keuntungan dalam persekutuan (syirkah) mudharabah
diwujudkan dalam bentuk nisbah bagi hasil dari usaha
yang telah dijalankan mudharib. Metode pembagian
keuntungan dalam syirkah mudharabah dapat dibagi
menjadi dua, yaitu:
(a) Profit Sharing
Perhitungn bagi hasil didasarkan pada keuntungan
bersih dari total pendapatan.
(b) Revenue Sharing
Perhitungan bagi hasil berdasarkan pada total
seluruh  pendapatan yang diterima sebelum
dikurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk
memperoleh pendapatan tersebut.
b) Wadiah
Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satupihak

ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang
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harus dijaga dan dikembalikan kapan saja kepada
pemiliknya jika menghendaki. Wadiah merupakan akad
penitipan harta benda seseorang kepada pihak lainnya
berdasarkan kepercayaan. Apabila ada kerusakan pada harta
titipan, padahal harta itu sudah dijaga dengan baik, maka
penerima titipan tidak wajib menggantikannya. Namun,
apabila kerusakan diakibatkan kelalaian oleh penerima
titipan maka wajib menggantinya.
Akad wadiah bersifat mengikat kedua belah pihak. Apabila
seseorang dititipi barang oleh orang lain dan akadnya telah
memenuhi rukun dan syarat wadiah, maka pihak yang
dititipi harus bertanggung jawab untuk memelihara barang
titipan tersebut. Dari segi sifatnya, akad wadiah dapat
dibedakan menjadi dua macam, yaitu:
(1) Wadiah Yad Amanah
Jenis akad wadiah dimana pihak penerima titipan tidak
diperkenankan memanfaatkan barang titipan, sehingga
tidak menanggung segala kerusakan, kecuali akibat
kelalaian dalam menjalankan amanah tersebut.
(2) Wadiah yad Dhamanah
Akad wadiah dimana pihak penerima titipan dengan izin
pemilik dapat memanfaatkan barang titipan, sehingga

dengan demikian harus menanggung atas kerusakan
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yang terjadi.
c) Produk-produk Penghimpunan Dana
Sumber dana yang dapat dihimpun oleh koperasi jasa
keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah kperasi
dikelompokkan menjadi empat macam, yaitu: 1) Modal
yang dihimpun dari para anggota terdiri dari simpanan
pokok dan simpanan wajib; 2) Dana investasi tidak terikat,
misalnya saimpanan berjangka mudharabah; 3) Dana
investasi terikat, misalnya mudharabah mugayyadah; 4)
Dana yang diwudujkan dalam bentuk titipan, misalna
simpanan/ tabungan wadiah.
(1) Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib
Penyertaan modal melalui akad ini berasal dari
simpanan pokok dan simpanan wajib. Dari modal
penyertaan  tersebut, anggota  koperasi  akan
mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU). Penyertaan
modal dari anggota menggunakan akad mudharabah
mutlagah, vyaiut dengan menyerahkan sepenuhnya
modal kepada koperasi jasa keuangan syariah untuk
dikelola. Adapun ketentuan umum aplikasi akad dalam
penyertaan modal koperasi jasa keuangan syariah yaitu:
(a) Terhadap dana pernyertaan modal sepenuhnya

menggunakan akad mudharabah mutlagah dengan
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sistem bagi hasil atau kerugian (profit and loss
sharing).

(b) Shahibul maal menyerahkan sepenuhnya kepada
koperasi keuangan syariah selaku mudharib,
untuk mengelola dana secara professional dan
diinvestaikan pada usaha-usaha yang
menguntungkan sesuai syariah.

(c) Penetapan bagi hasil menggunakan metode profit
sharing, yaitu SHU yang diterima oleh koperasi
ata spenyertaan modal dibagi mengunakan metode
bagi aba sehingga pendapatan yang diperoleh
dibagikan setelah dikurangi dengan beban biaya
pengelolaan modal tersebut.

(d) Penetapan porsi nisbah bagi hasil mudharabah
disepakati di awal anatara pihak shahibul maal
dengan koperasi syariah.

(2) Simpanan Berjangka Mudharabah (Deposito)
Investasi yang menggunakan akad mudharabah ada
yang bersifat terikat dan tidak terikat. Investasi tidak
terikat berasal dari simpanan berjangka para anggota/
calon anggota, sehingga apabila koperasi mendapat
keuntungan mereka berhak menerima bagi hasil.

Apabila anggota/ calon anggota ingin berinvestasi
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dengan menyerahkan  seluruh kewenangannya

(mutlagah) kepada koperasi sebagai pengelola, maka

ketentuan akad yang berlaku adalah:

(a) Terhadap dana penyertaan modal sepenuhnya
mengunakan akad mudharabah mutlagah dengan
sistem berbagi hasil pendapatan (revenue sharing).

(b) Anggota calon aggota selaku shahibul maal
menyerahkan sepenuhnya kepada koperasi jasa
keuangan syariah selaku mudharib untuk mengelola
dana secara professional dan diinvestasikan pada
usaha-usaha yang menguntukan sesuai pola syariah.

(c) Penetapan bagi hasil dengan metode revenue
sharing yaitu bagi hasil pendapatan yang diterima
oleh anggta/ calon anggota atas investasi dana.

(d) Penetapan porsi nisbah bagi hasil mudharabah
disepakati awal antara pihak anggota/ calon anggota
dengan koperasi jasa keuangan syariah.

Simpanan berjangka (deposito) adalah simpanan

berjangka dari anggota, calon anggota, koperasi lain

dan anggotanya kepada koperasi jasa keuangan syariah
atau unit jasa keuangan syariah dalam jangka waktu
tertentu antara waktu penyetoran dan waktu penarikan

kembali oleh deposan. Dana yang diperoleh dari
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simpanan berjangka ini harus diperlakukan secara

produktif dalam bentuk pembiayaan kepada anggota,

calon anggota, serta koperasi lain dan anggotanya
secara professional. Penempatan dana pihak ketiga ini
akan memperoleh pendapatan bagi hasil, dimana
besarnya nisbah bagi hasil ditentukan di muka ketika
pembukaan aplikasi simpanan berjangka dilakukan.

(3) Investasi Mudharabah Mugayyadah

Apabila anggota/ calon anggota ingin berinvetasi

secara terikat dengan menggunakan akad mudharabah

mugayyadah kepada koperasi sebagai pengelola, maka
ketentuan akad yang berlaku adalah:

(a) Terhadap dana penyertaan modal sepenuhnya
menggunaan akad mudharabah mugayyadah dengan
sistem revenue sharing atau berbagai hasil
pendapatan.

(b) Anggota calon aggota selaku shahibul maal
menyerahkan sepenuhnya kepada koperasi jasa
keuangan syariah selaku mudharib untuk mengelola
dana secara professional dan diinvestaikan pada
usaha-usaha yang menguntukan sesuai pola syariah.

(c) Penetapan bagi hasil dengan metode revenue

sharing yaitu bagi hasil pendapatan yang diterima
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oleh anggta/ calon anggota atas investasi dana.
Penetapan porsi nisbah bagi hasil mudharabah
disepakati awal antara pihak anggota/ calon anggota
dengan koperasi jasa keuangan syariah.
Berbeda dengan penyertaan modal melalui simpanan
wajib  dan  simpanan  pokok, yang  dapat
menjadipenabung  investasi mudharabah adalah
anggota dan calon anggota. Pembayaran bagi hasil
investasi mudharabah diberikan tiap bulan yang secara
langsung menambah saldo rekening tabunan tersebut
dan hanya bisa diambil pada saat tabungan akan
diambil. Jangka waktu investasi mudharabah dibatasi
sampai dana tersebut akan digunakan oleh anggota.
Investasi mudharabah tidak dapat ditarik kecuali pada
jangka waktu sesuai perjanjian atau dalam keadaan
yang sangat mendesak.
(4) Tabungan Wadiah
Dana titipan wadiah berasal dari simpanan/ tabungan
anggota/ calon anggota. Jika dana yang dititipkan
menggunakan akad wadiah yad dhamanah, maka
koperasi boleh mengelola dana tersebut dengan syarat
apabila  pemilik  membutuhkan  harus  segera

dikembalikan. Selama menggunakan dana wadiah
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tersebut, koperasi dapat memberikan semacam bonus
kepada anggota/ calon anggota dengan syarat tidak
diperjanjikan dimuka. Setoran dan penarikan tabungan
wadiah dapat dilakukan setiap saat saat jam kerja.
2) Penyaluran Dana
Dana yang telah dihimpun oleh koperasi dari para anggota
maupun masyarakat akan disalurkan kembali oleh pihak-pihak
yang membutuhkan pembiayaan. Penyaluran dana melalui
produk pembiayaan yang dilakukan koperasi jasa keuangan
maupun unitnya, selain ada yang bersifat komersial (tijarah),
dan hendaknya juga ada yang bersifat social untuk kebaikan
(tabarru’). Jadi fungsi penyaluran dana koperasi jasa
keuangan syariah maupun unit jasa keuangan syariah selau
identik dengan kegaiatan pembiayaan (financing).
Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi
atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota,
caon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya, yang
mewajibkan penerima pembiayaan itu melunasi pokok
pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad
disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari
pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau

penggunaan dana pembiayaan tersebut.
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a) Pembiayaan Mudharabah
Mudharabah adalah akad kerjasama usaha/ perniagaan
antara pihak dana (shahibul maal) sebagai pihak yang
menyediakan modal dana sebesar 100% dengan pihak
pengelola modal (mudharib), untuk diusahakan dengan
porsi keuntungan akan dibagi bersama sesuai kesepakatan
awal. Apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung
pemilik modal, keculai jika ditemukan kelalaian atau
kesalahan oleh pihak pengelola dana.
Dilihat dari segi kewenangan yang dimiliki masing-masing
pihak, syirkah mudharabah secara umum dapat dibedakan
dua macam, yaitu mudharabah muthlagah dan mudharabah
mugayyadabh.
(1) Mudharabah muthlagah
Bentuk perjanjian investasi yang tidak mensyaratkan
sesuatu yang bersifat mengikat, sehingga memberikan
kebebasan kepada pengelola dana untuk menjalankan
usahanya.
(2) Mudharabah mugayyadah
Perjanjian investasi yang mengharuskan pekerja
(mudharib) untuk mengikuti ketentuan/ pengarahan
yang ditetapkan oleh pemilik modal (shahibul mal)

dalam mengelola usaha.
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Tujuan persekutuan usaha melalui akad mudharabah
adalah untuk mendapatkan keuantungan. Pembagian
keuntungan dalam persekutuan (syirkah) mudharabah
diwujudkan dalam bentuk nisbah bagi hasil dari usaha
yang telah dijalankan mudharib. Metode pembagian
keuntungan dalam syirkah mudharabah dapat dibagi
menjadi dua, yaitu:
(a) Profit Sharing
Perhitungan bagi hasil didasarkan pada keuntungan
bersih dari total pendapatan.
(b) Revenue Sharing
Perhitungan bagi hasil berdasarkan pada total
seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi
biaya-biaya yang telah  dikeluarkan  untuk
memperoleh pendapatan tersebut.
b) Pembiayaan Musyarakah
Pembiayaan musyarakah adalah suatu bentuk akad
kerjasama perniagaan antara pemilik modal untuk
menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-
masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam
pelaksanaan manajemen usaha tersebut. Keuntungan dibagi
menurut proposi penyertaan modal atau berdasarkan

kesepakatan bersama.
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d)

Syirkah al-inan adalah jenis produk musyarakah yang tepat
untuk diimplementasikan ke dalam produk pembiayan
koperasi jasa keuangan syariah atau unit jasa keuangan
syariah. Syirkah al-inan ini biasanya diperuntukkan untuk
pembiayaan proyek di mana mitra dan koperasi jasa
keuangan sama-sama menyediakan modal untuk membiayai
proyek  tersebut.  Setelah  proyek selesai  mitra
mengembalikan dana tersebut berikut bagi hasil yang telah
disepakati bersama.

Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal (harga
perolehan) dengan tambahan keuntungan (marjin) yang
disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli).
Karakteristiknya asalah penjual harus memberitahu berapa
harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat
keuntungan sebagai tambahannya. Pada murabahah cara
pembayaran dan jangka waktu ditentukan berdasarkan
kesepakatan, yaiut dapat secara lumpsum ataupun secara
angsuran.  Muabahah  dengan pembayaran secara
angsuranini disebut dengan Bai’ Bitsaman Ajil.

Pembiayaan Salam

Salam (salaf) adalah aad pembelian (jual-beli) yang

dilakukan dengan cara pemesanan terlebih dahulu atas
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barang yang dipesan/ diinginkan dan pembayaran dilakukan
di muka baik secara tunai maupun dengan cara menciil,
yang keduanya harus diselesaikan pembayarannya
(dilunasi) sebelum barangnya yang dipesan/ diinginkan
diterima kemudian.

Meskipun  secara  konseptual akad salam  dapat
dipergunakan untuk membiayai produk (terutama)
pertanian dengan jangka waktu pendek (kurang atau sama
dengan 6 bulan), namun di dalam prakteknya untuk barang-
barang yang mempunyai spesifikasi jelas (kuantitas dan
kualitas) dapat juga dibiayai dengan produk salam ini.
Pembiayaan Istishna’

Istishna’ adalah akad bersama pembuat (produsen) untuk
suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan, atau akad jual
beli suatu barang yang akan dibuat terlebih dahulu oleh
pembuat (produsen) yang juga sekaligus menyediakan
kebutuhan bahan baku barangnya. Jika bahan baku
disediakan oleh pemesan, akad ini menjadi ijarah (upah).
Produk istishna’ dapat diimpelemantasikan untuk transaksi
jual beli yang prosesnya dilakukan dengan cara pemesanan
barang terlebih dahulu dan pembayaran dapat dilakukan di
muka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu

tertentu.
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f)

9)

Pembiayaan ljarah

ljarah adalah pemilikan hak atas manfaat dari penggunaan
sebuah asset sebagai ganti pembayaran. Pengertian sewa
(ijarah) adalah penyewaan atas manfaat dari sebuah asset,
sedangkan sewa-beli (ijarah wan iqgtina) atau disebut juga
ijarah muntahiya bi tamlik yaitu sewa yang diakhiri dengan
pemindahan kepemilikan.

ljarah merupakan bentuk pertukaran yang objekanya
berupa manfaat dengan disertai imbalan tertentu. ljarah
apabila bentuknya berupa benda disebut sewa menyewa,
sedangkn jika objeknya berupa manfaat perbuatan disebut
upah mengupah. Timbulnya ijarah disebabkan adanya
kebutuhan akan manfaat barang atau jasa yang tidak
mungkin diperoleh melalui kepemilikan.

Pembiayaan Qardh

Pinjaman kebajikan (gardh) adalah jenis pembiayaan
melalui peminjaman harta kepada orang lain tanpa
mengharapkan imbalan. Dalam literature figh, qardh
dikategorikan sebagai aqd tathawu (tabarru’) yaitu akad
saling membantu dan bukan transaksi komersial.

Dalam rangka mewujudkan tanggung-jawab social,
koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan

syariah koperasi dapat memberikan fasilitas yang disebut
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al-gardhul hasan, yaitu penyediaan pinjaman dana kepada
pihak yang layak untuk mendapatkannya. Secara syariah
peminjam hanya berkewajiban membayar kebali pokok
peminjam. Meskipun syariah membolehkan peminjam
untuk memberikan imbalan sesuai kerelaannya, namun
koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan
syariah koperasi pemberi gardh tidak diperkenankan untuk
meminta/ mensyaratkan imbalan apapun.

Pinjaman qardh merupakan produk pelengkap untuk
memenuhi kebutuhan dana mendesak, dan atau menuhi
kebutuhan—kebutuhan lain yang bersifat komersial.
Pinjaman qardh diberikan dengan jangka waktu yang
sangat pendek. Sumber dana pinjaman gardh ini diperoleh
dari modal koperasi jasa keuangan syariah atau unit jasa
keuangan syariah koperasi sendiri. Penyajian pinjaman
gardh dpat dimasukkan dalam aktiva lain-lain.

Dalam koperasi jasa keuangan syariah atau unit jasa
keuangan syariah, qgardhul haan juga dapat digunakan
untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat social. Sumber
dana yang digubakan untuk kegiatan ini bukan diperoleh
dari koperasi sendiri melainkan dari sumber lainnya, seperti

zakat, infaq dan shadagah.
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h) Pembiayaan Rahn

Istilah rahn secara bahasa berarti “menahan” (al-habsu).
Maksudnya menahan sesuatu untuk dijadikan sebagai
jaminan. Dengan kata lain, yang dimakud rahn adalah
menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai
jaminan atas harta yang diterimanya.

Kegiatan/ usaha di atas merupakan usaha yang sering dilakukan
oleh suatu koperasi syariah. Beberapa koperasi memiliki usaha
lain akan tetapi masih ada hubungannya dengan prinsip syariah
seperti pembayaran zakat, simpanan haji dan atau umroh dan
beberapa usaha lainnya.

Sisa Hasil Usaha atau SHU dalam koperasi syariah ini juga
dibagikan seperti koperasi-koperasi secara umumnya, akan
tetapi sedikit berbeda dalam proses penghitungannya. Sisa hasil
usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh
dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan
kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang
bersangkutan. Dalam koperasi syariah berbeda dalam
penghitungannya, dalam koperasi ini memasukkan unsur zakat.
Zakat ini sendiri dimasukkan setelah dilakukan pengurangan-
pengurangan seperti koperasi lain, pemotongan zakat atas
Badan Usaha Koperasi dan zakat atas perorangan dilakukan

sebelum dibagikan kepada anggota yang bersangkutan.
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3. Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Syariah
a. Pengertian dan Tujuan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam
Syariah

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM
Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Pengawasan
Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi,
dijelaskan pengertian bahwa:

“Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi adalah kegiatan
yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi
untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan
diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan
perundang-undangan”.

Sedangkan pemeriksaan adalah “serangkaian  kegiatan mencari,
mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lain yang
dilakukan oleh Pemeriksa Koperasi untuk membuktikan ada atau tidak
adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan”.

Menurut Burhanuddin (2013: 276) Salah satu organ koperasi
adalah adanya fungsi pengawasan dalam struktur organisasinya.
Pengawasan dapat dilakukan baik pada aspek manajemen maupun
kepatuhan terhadap prinsip syariah yang dijalankan koperasi. Adapun
tujuan pengawasan koperasi jasa keuangan syariah dan unitnya adalah
sebagai berikut:

1) Mengendalikan koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa

keuangan syariah koperasi agar dalam menjalankan kegiaatan

operasinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
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2) Meningkatkan citra dan krediblitas koperasi jasa keuangan
syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi sebagai
lembaga keuangan yang mempu mengelol dana dari anggota,
calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya berdasarkan
prinsip koperasi

3) Menjaga dan melindungi asset koperasi jasa keuangan syariah
dan unit jasa keuangan syariah koperasi dari tindakan
penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab

4) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaam
koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah
koperasi terhadap pihak-pihak berkepentingan

5) Mendorong pengelolaan koperasi jasa keuanga syariah atau
unit jasa keuangan syariah koperasi mencapai tujuannya secara
efektif dan efisien yaitu meningkatkan pemberdayaan ekonomi
anggota.

b. Pejabat Pengawas Koperasi Simpan Pinjam Syariah dan
Kewenangannya
Menurut Burhanuddin (213: 303) agar koperasi dapat berjalan
secara baik diperlukan adanya pengawasan terhadap kegaiatan
operasionalnya. Untuk menjalankan fungsi pengawasan, menteri
mengangkat pejabat yang beperan sebagai pengawas koperasi jasa
keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi.

Berdasarkan Pejabat pengawas yang diangkat oleh menteri atau
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melalui lembaga terkait mempunyai kewenangan:

1)

2)

3)

Menerima laporan mengenai kondisi organisasi, usaha dan

permodalan koperasi jasa keuangan syariah dan atau unit jasa

keuangan syariah

Melakukan audit atau memnita auditor independen untuk

melakukan audit terhadap semua dana, surat-surat berharga,

pembukuan, kerta kerja, catatan dan semua informasi yang

dikuasainya serta Iporan pemerikaaan oleh pengawas yang akan

diberikan kepada pengurus koprasi jasa keuangan syariah dan

atau unit jasa keuangan syariah koperasi

Merekomendasikan kepada menteri untuk menghentikan

kegiatan usaha dan atau mencabut izin usaha jasa keuangan

syariah apabila terdapat dugaan kuat berdasarkan bukti-bukti

nyata yang ditemukan bahwa koperasi tersebut:

a) Menjalankan usaha keuangan yang tidak sehat dan tidak
aman

b) Melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku

c) Mengeluarkan perintah untuk menempatkan koperasi jasa
keuangan syariah dan atau unit jasa keuangan syariah

dalam pengawasan administrative.